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BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1.

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Keputusan Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor
57/KMA/SK/I/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
dan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019, Perubahan atas
Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya;
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Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pemungutan Biaya Perkara;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku | dan
Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 080/KMA/SK/VI11/2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007
Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 15

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
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24.
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
Keputusan Dirjen Badilag Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor
W29-A/365/Kp.0.2/3/2022.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

N o gk~ wbd R

Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
Administrasi Perkara

Administrasi Persidangan

Administrasi umum (Persuratan, Kepegawaian, Perpustakaan)
Keuangan dan Barang Milik Negara

Pelaksanaan Pembangunan ZI

Aplikasi Kebijakan Dirjen Badilag MA

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN
Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1.

o & 0N

Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan
benar

Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan

Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan

Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (Persuratan,
Kepegawaian, Perpustakaan)

Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran
dan Barang Milik Negara

Terlaksananya Pembangunan ZI.

Dilaksanakannya Kebijakan Dirjen Badilag MA.



METODOLOGI PENGAWASAN

o k& 0N

Pemeriksaan dokumen
Wawancara

Konfirmasi

Observasi

Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Maluku Utara, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan

selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 24 — 26 Maret 2022 pada

Pengadilan Agama Morotai dengan susunan tim sebagai berikut:

1.

Drs. H. M. Gapuri, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawasa Daerah untuk Pengadilan Agama Morotai sebagai
Ketua Tim;

Abdul Rifai, S.HI, Sekretaris PTA Maluku Utara sebagai Sekretaris
Tim;

Drs. H. Suryadi, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasa
Daerah untuk Pengadilan Agama Morotai sebagai Anggota Tim;

Drs. Adaming, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasa
Daerah untuk Pengadilan Agama Morotai sebagai Anggota Tim;
Jasmani Lamasa, S.H, Panitera Muda Hukum PTA Maluku Utara

sebagai Anggota Tim;

GAMBARAN UMUM OBRIK

1. Informasi Umum Pengadilan

Sejarah singkat

Pada abad ke 15 dan 16, budaya Islam dan budaya Eropa sudah
masuk ke wilayah Maluku dan Maluku Utara, dengan struktur dan
sistem pemerintahan —kerajaan Islam- yang teratur, setiap Desa
dikepalai oleh seorang raja.

Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dan memasuki

wilayah Maluku. Pada zaman penjajahan belanda, di Maluku sudah



ada badan yang melaksanakan tugas peradilan agama dengan
istilah Hakim Syara’, yang merupakan bagian dari Peradilan
Swapraja dan Adat.

Pada tahun 1951, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun
1951, maka dihapuslah sistem peradilan swapraja dan adat, kecuali
peradilan agama. Apabila ada sengketa yang berkaitan dengan
syari’at Islam, maka diselesaikan melalui Kantor Urusan Agama,
oleh hakim-hakim yang telah ditunjuk di setiap kecamatan.

Pada tahun 1957, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45
tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama /
mahkamah syari’ah di Luar Jawa dan Madura. Oleh sebab itu,
semua kegiatan hakim yang berada pada kantor urusan agama
yang berada di setiap kecamatan dinyatakan bubar. Kemudian
untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957,
ditetapkan  surat Keputusan  Menteri Agama  tentang
pembentukan Pengadilan Agama di setiap kabupaten yang berada
di provinsi Maluku yaitu:

1. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958 tanggal 6
Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama Ambon,
Ternate, Morotai dan Soasiu.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 tanggal 14
Nopember 1960 tentang pembentukan Pengadilan Agama
Tual Maluku Tenggara Barat.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 87 tahun 1966 tanggal 3
Desember 1966 berdirinya Pengadilan Agama Masohi Maluku
tengah

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966 tentang
pembentukan Pengadilan Agama Labuha.

Pada tahun 1982, dibentuk Pengadilan Tinggi Agama Cabang
Ambon melalui surat Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 95
tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 yang berkedudukan di
Ambon yang wilayah hukumnya meliputi 7

Pengadilan Agama di 7 Kabupaten/Kota, yaitu:



1. Pengadilan Agama Ambon, berada di Ibu Kota Provinsi
Maluku.
2. Pengadilan Agama Tual, berada di Ibu Kota Kabupaten
Maluku Tenggara.
3. Pengadilan Agama Masohi, berada di Ilbu Kota
Kabupaten Maluku Tengabh.
4. Pengadilan Agama Ternate, berada di Ibu Kota
Kabupaten Maluku Utara.
5. Pengadilan Agama Soasiu, berada di lbu Kota Kabupaten
Soasio Halmahera Tengabh.
6. Pengadilan Agama Morotai, berada di lbu Kota Kabupaten
Tobelo Halmahera Utara.
7. Pengadilan Agama Labuha, berada di lbu Kota Kabupaten
Bacan.
Dalam era reformasi pada tahun 1998 dan dengan dibentuknya
peraturan tentang otonomi daerah (Undang-undang No0.22 Tahun
1999), maka terjadilah beberapa pemekaran daerah, baik itu
Daerah Tk.I Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. Pada tahun
1999 dibentuklah Kabupaten Maluku Utara menjadi lbu Kota
Provinsi Maluku Utara dengan Undang-Undang No.46 tahun 1999.
Pada tahun 2005, terbentuklah pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
di Ternate, maka secara otomatis wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Maluku Utara yang berada di Provinsi Maluku Utara hanya
mewilayah 4 Pengadilan Agama, yaitu:
1. Pengadilan Agama Ternate Kelas | B di Kota Ternate
2. Pengadilan Agama Soasio kelas Il di Kota Tidore Kepuluan.
3. Pengadilan Agama Labuha Kelas Il di Kabupaten Halmahera
Selatan.
4. Pengadilan Agama Morotai Kelas Il di Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara
e Wilayah hukum
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

meliputi Kabupaten Halmahera Utara (17 Kecamatan dan 196



desa/kelurahan) dan Kabupaten Pulau Morotai (6 Kecamatan dan
88 desal/kelurahan), dengan jumlah penduduk 227.763 (dua ratus
dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga jiwa) mayoritas
beragama Islam.

Kedudukan kantor

Jin Tugu Nusantara, Desa Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera
Utara, Phone: 0924-2623536

Email: pamorotai@gmail

Fax: 0924-2623536

Website: http://pa-morotai.go.id

Foto gedung kantor



mailto:pamorotai@gmail
https://www.pa-morotai.go.id/
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3. Kondisi SDM

Pengadilan Agama Morotai memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)
berjumlah 31 orang, terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9
orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan
rincian sebagai berikut :
e Pimpinan 2 orang (Ketua dan Wakil Ketua);
e Hakim 3 orang;
e Tenaga Kepaniteraan yang terdiri dari :
- Panitera;
- Panitera Muda 3 orang;
- Panitera Pengganti 1 orang;
- Jurusita 1 orang;
- Jurusita Pengganti 4 orang;
- Pengadministrasi Kepaniteraan 1 orang;

e Tenaga Kesekretariatan yang terdiri dari :



- Sekretaris;

- Kepala Sub Bagian 3 orang;

- Pengadministrasi 2 orang;
Tenaga PPNPN terdiri dari :

- Security 3 orang;

- Pramubakti 4 orang;

- Sopir 2 orang.

4. Kondisi Perkara

Pengadilan Agama Morotai per 25 Maret 2020 telah menerima perkara

sebanyak 317 dengan rincian :

Perkara Gugatan 89 perkara;

Perkara Permohonan 228 Perkara;

5. Prestasi Satuan Kerja.

Pengadilan Agama Morotai meraih beberapa prestasi sebagai berikut :

Peringkat Pertama Pengelolaan dan Data e-Doc Aplikasi BackUp
Sikep (ABS) Zona | tahun 2018;

Peringkat Pertama Implementasi SIPP Kategori 0-200 Perkara
tahun 2018;

Peringkat Tiga Pengelolaan Website Kategori Tingkat Nasional
tahun 2018;

Akreditasi Penjaminan Mutua (APM) dengan predikat A Exvellent
periode 2018-2020;

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat A*** periode
tahun 2021.



BAB Il
HASIL PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi:
Hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) PA Morotai

periode tahun 2021 belum dikirim ke PTA Maluku Utara
Kriteria:
Seharusnya hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) PA
Morotai dikirim ke PTA Maluku Utara setiap triwulan
Sebab :
Kurang cermat dalam manajemen peradilan
Akibat :
Pimpinan PTA Maluku Utara dan HATIBINWASDA tidak mengetahui
program kerja apa yang belum berjalan dengan baik untuk dijadikan
acuan HATIBINWASDA dalam pengawasan.
Rekomendasi :
Agar setiap hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)
dikirim ke PTA Maluku Utara
2. Kondisi :
Papan nama pejabat di seluruh ruangan ada, tapi tidak dicantumkan
nama Pejabatnya masing-masing;
Kriteria :
Harus ada Papan nama dan Nama Pejabat masing-masing.
Sebab :
Kurang perhatian dari Pimpinan.
Akibat :
Ruang tersebut tidak diketahui penghuninya.
Rekomendasi :
Segera ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
3. Kondisi:
Tata ruang, kelengkapan, keindahan dan kebersihan kantor masih belum

maksimal.



Kriteria :

Harus selalu diperhatikan kebersihan, kelengkapan ruangan seperti (AC,
Kipas Angin dan kursi- kursi) dan keindahan kantor (area merokok) juga
mesin genset.

Sebab :

Tidak ada perhatian dari pimpinan (sudah pernah diusul).

Akibat :

saat pemeriksaan ruangan sangat panas dan tidak ada tempat duduk.
Mesin gengset hanya sebagai pajangan.

Rekomendasi :

Segera ditindaklanjuti.

Kondisi :

Security hanya ada 1 (satu) orang dan tidak ada Palang/portal di jalan
masuk ke halaman kantor.

Kriteria :

Security diupayakan 2 (dua) orang, 1 (satu) orang untuk di luar kantor
dan 1 (satu) orang untuk di dalam ruangan.

Sebab :

Terbentur keterbatasan personal dan anggaran

Akibat :

Pelayanan tidak maksimal.

Rekomendasi :

Bisa dicarikan solusinya dengan memaksimalkan tenaga yang ada.
Kondisi :

Jalan masuk-keluar kantor masih sirtu (pasir dan batu).

Kriteria :

Harus dipaving blok atau aspal hotmix.

Sebab :

Belum ada anggaran dari DIPA, meski sudah diusulkan.

Akibat :

Tidak nyaman saat keluar masuk kendaraan.

Rekomendasi :

Harus diusulkan kembali sampai berhasil.



6.

Kondisi :

Alat pendingin ruang PTSP ada tapi tidak berfungsi
Kriteria :

Harus difungsikan.

Sebab :

Daya listrik tidak mencukupi.

Akibat :

Para pencari keadilan tidak nyaman.
Rekomendasi :

Harus diusulkan penambahan daya listrik.
Kondisi :

Sound system tidak ada

Kriteria :

Harus ada untuk menunjang kegiatan kantor.
Sebab :

Tidak ada perhatian

Akibat :

Setiap kegiatan harus meminjam
Rekomendasi :

Segera pengadaan

B. ADMINISTRASI PERKARA

1.

Kondisi :

Register Perkara secara keseluruhan telah dilaksanakan secara
elektronik tanpa buku bantu

Kriteria:

Laporan buku Jurnal secara elektronik tetap dibantu dengan baku
register manual;

Sebab :

Jika hanya pelaporan secara elektronik, untuk penulusuran perkara
terhambat jika terjadi gangguan jaringan internet dan lampu padam
Akibat :

Objektivitas pelaporan tidak bisa terpantau secara mendadak



Rekomendasi:

Untuk tertibnya admininitrasi Register Perkara tetap dibantu secara
manual buku register dibuatkan tersendiri sesuai pola yang baku
Kondisi :

Keuangan Perkara dilaksanakan secara electronic dengan buku
bantu namun pengembalian sisa panjar sebagian masih tertinggal:
Kriteria :

Sisa panjar perkara disaat putus diperintahkan kepada kepada para
pihak untuk melaporkan kepada kasir untuk menerima sisa panjar
tersebut

Sebab:

Para pihak sebahagian langsung pulang dengan rasa senang tanpa
peduli lagi dengan pengembalian sisa panjar tersebut.

Akibat:

Sisa panjar perkara mengendap selama 6 bulan yang harus disetor
melalui PNBP hingga sejak tahun 2016 hingga tahun 2021
mengendap sisa panjar hingga lebih Rp30.000.000,00.

Rekomendasi:

Kiranya MOU dengan pihak bank sebagai Inovasi Pengembalian sisa
panjar biaya perkara.

Kondisi:

Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 2 tahun 2015 dengan
PERMA No. 4 tahun 2019 dan PERMA No.14 tahun 2016 tentang
Ekonomi Syariah, Jenis perkara tersebut belum pernah ada:

Kondisi :

Perkara E-Court dan E-Litigasi, untuk tahun 2022 perkara E-Court
sudah ada, namun E-Litigasi belum ada:

Kondisi :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dilaksanakan secara
Optimal sesuai dengan PP. No.5 tahun 2019 dan KMA No.
57/KMA/SK/111/2019:

Kondisi:

Belum ditemukan dokumen SOP minutasi dan Publish putusan (one

day minute dan one day publish) serta SOP peminjaman berkas



perkara dan SOP Kepaniteraan yang terkait perkara Gugatan,
Permohonan, Banding dan Kasasi.

Kriteria: pejabat kepaniteraan/Panmud harus mengetahui SOP
sesuai dengan tupoksi masing-masing

Sebab:

Panitera kurang memberikan edukasi kepada para Panmud.

Akibat:

Para Panmud kurang focus dalam tupoksinya dan tidak bekerja
secara profesional

Rekomendasi:

Kiranya pejabat kepaniteraan mengetahui secara jelas SOP sesuai

dengahn tupoksi masing agar sinkron dengan pembangunan ZI.

Kondisi :

Laporan Keadaan Perkara dan SIPP telah dilaksanakan dengan
prestasi yang baik secara Optimal sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan dan tetap dipertahankan dengan perestasi peringkat
Pertama Nasional,

Kondisi :

ARSIP PERKARA, Ruang arsip Perkara sangat tidak representatif,
nampak tidak rapi dan tidak ada petugas khusus, berkas perkara ada
yang keluar dari BOX juga bercampur dengan inventaris barang bekas
dari kesekretariatan;

Kriteria:

Ruang Arsip harus ada petugas khusus, tertata Rapi, Nyaman dan
Indah tidak berdebu dan tidak gerah.

Sebab:

Antara kepaniteraan dan kesekretariatan harus ada Kerjasama dalam
penataan ruang dan cleaning servic;

Akibat:

Arsip perkara bercampur dengan dokumen yang lain

Rekomendasi:



Kiranya pihak Pimpinan dapat memberikan arahan yang lebih baik
dalam hal pengelolaan ruang Arsip perkara secara optimal

berdasarkan perencanaan/anggaran.

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Berkas Perkara Nomor 11 /Pdt.G/202/PA.MORTB

1. KONDISI:

Dalam surat gugatan disebutkan, Penggugat dan Tergugat menikah
tanggal 15 Januari 2012 dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing
A berumur 16 tahun, B dan C berumur 8 tahun (kembar) dan D
berumur 7 bulan.

Dalam BAS ternyata anak yang berumur 16 tahun tersebut bukan
anak Penggugat dengan Tergugat, melainkan anak dengan suami
sebelumnya.

KRITERIA :

Yang dimaksud anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung
Penggugat dan Tergugat, bukan anak tiri yang lahir dari perkawinan
dengan pasangan sebelumnya.

SEBAB :

Majelis Hakim masih memasukkan anak tersebut dalam putusan.
AKIBAT :

Bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
REKOMENDASI :

Manakala sudah jelas terjadi kesalahan dalam surat gugatan,
sebaiknya disarankan kepada Penggugat untuk merenvoinya,

sehingga dihilangkan dalam putusan.

2. KONDISI:

Di dalam Berita Acara Sidang, Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah dan Bukti P.2 berupa Fotokopi KTP, sedangkan bukti fisik



yang diparaf oleh Ketua Majelis yaitu Fotokopi KTP diberi kode P.1
dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi kode P.2

KRITERIA :

Mestinya BAS ditulis berdasarkan fakta di persidangan

SEBAB :

Panitera sidang kurang teliti dalam membuat berita acara sidang
AKIBAT :

Pertimbangan hukum tentang alat bukti menjadi tidak tepat
REKOMENDASI :

Perlu dihindari kesalahan pemberian kode antara BAS dengan fisik

alat bukti karena bisa berakibat fatal.

KONDISI :

Amar di dalam BAS berbeda dengan amar di putusan. Dalam BAS
tertulis: Penggugat (Leliarma Pake binti Sayuti Badu), sedangkan
dalam Putusan : Leliarma Pake binti Hasim Pake.

KRITERIA :

Antara BAS dan Putusan harus sama

SEBAB :

Majelis Hakim kurang teliti.

AKIBAT :

Bisa berakibat batal demi hukum.

KONDISI :

Putusan halaman 2 dengan 3 tertukar
KRITERIA :

Harus disusun secara urut.

SEBAB :

Majelis kurang teliti.

AKIBAT :

Membingungkan bagi yang membaca putusan
REKOMENDASI :



Ketua Majelis harus membaca dan meneliti berkas sebelum

memberikan parafnya di kolom minutasi.

Berkara Perkara No 17/G/2022/PA.MORTB
1. KONDISI :

Bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam BAS (halaman
12) maupun Putusan (halaman 6) bertanggal 30 Januari 2017,
namun di fisiknya bertanggal 7 Januari 2022.

KRITERIA :

Seharusnya BAS dan Putusan harus klop dengan data yang
tercantum pada fisiknya.

SEBAB :

Majelis Hakim kurang teliti.

AKIBAT :

Bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

2. KONDISI:
Dalam putusan:
Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Halmahera Utara dst.. sehingga perkara ini termasuk
kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai.
KRITERIA :
Berdasarkan 66 UU No 7 Tahun 1989, seorang suami mengajukan
permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi temat kediaman Termohon, kecuali Termohon
meninggalkan kediaman Bersama tanpa seizin Pemohon.
Sedangkan untuk cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UU no 7 Tahun
1989, cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali Penggugat
dengan sengaja meninggalkan kediaman Bersama tanpa izin
Tergugat.
SEBAB :



Majelis belum menggali peristiwa yang berkaitan dengan ketentuan
tersebut di atas, karena dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda, namun dalam
Duduk Perkaranya tidak tergambar dengan jelas kedua belah pihak
bertempat tinggal terakhir di mana, siapa yang meninggalkan terlebih
dahulu dan apa penyebabnya serta kepergiannya itu apakah

sepengetahuan/seizin pihak lainnya atau tidak.

AKIBAT :

Pertimbangan hukum tidak sempurna

REKOMENDASI :

Dalam perkara perceraian, manakala para pihak tidak
mempersoalkan tentang kewenangan relatif, maka sebaiknya tidak
perlu dipertimbangkan. Namun kalau mau mempertimbangkan,
pertimbangkanlah secara menyeluruh, jangan hanya terfokus kepada

tempat tinggal Penggugat semata.

KONDISI :

Perkara ini diputus secara verstek, namun pertimbangan hukum
tentang ketidakhadiran Tergugat tidak dipertimbangkan secara rinci.
Hanya disinggung pada akhir pertimbangan hukum (setelah
mempertimbangkan bukti-bukti) sebagai berikut: “Menimbang, bahwa
dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara sah, Majelis sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figh... dst”.

KRITERIA :

Perkara bisa diputus dengan versek, maka harus berdasar kepada
Pasal 149 R.Bg.

SEBAB :

Majelis tidak mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg tersebut.

AKIBAT :
Putusan tidak lengkap.
REKOMENDASI :



Setiap point amar putusan harus dibuatkan pertimbangan hukum

beserta dasar hukumnya (bila ada).

4. KONDISI:
Penulisan jumlah biaya perkara Rp3.120.000,- (tiga juta seratus dua
puluh ribu rupiah)
KRITERIA :
Mestinya Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
SEBAB :
Majelis Hakim kurang teliti.

AKIBAT :

Tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar.

Berkas perkara Nomor 19/Pdt.G.2022/PA.MORTB

1. KONDISI:
Perkara ini verstek dan berakhir dengan pencabutan, sehingga
produknya berupa penetapan. Namun dalam sampul ditulis Putusan.
KRITERIA :
Seharusnya judul sampul dan isinya harus sama.
SEBAB :

Majelis Hakim kurang teliti

AKIBAT :
Bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda.

2. KONDISI:
Pemeriksaan perkara sudah sampai ke pembuktian tertulis. Terdapat
perbedaan penulisan nama Penggugat yang ada di bukti P.1 (KTP)
yaitu NUR KHASANAH dengan bukti P.2 (Buku Nikah) yaitu
NURHASANAH.
KRITERIA :
Harusnya klop antara penulisan nama Penggugat yang ada di setiap
alat bukti.



SEBAB :

Majelis Hakim kurang teliti.

AKIBAT :

Terjadi nama yang berbeda antara putusan dengan bukti-bukti yang
diajukan sehingga bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian
hari.

REKOMENDASI :

Bila terjadi perbedaan penulisan nama antara bukti yang satu
dengan yang lainnya, sedangkan orangnya sama, maka jalan
keluarnya bisa ditambah dengan alias, misalnya NURHASANAH
alias NUR KHASANAH.

KONDISI :

Dalam putusan:

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir di sidang karenanya
ketidakhadiran Tergugat tersebut patut juga disimpulkan oleh Majelis
Hakim sebagai bentuk Tergugat menyetujui pencabutan tersebut.
KRITERIA :

Ketentuan pencabutan diatur dalam Pasal 271. Patokannya adalah
pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan
jawabannya atau belum. Kalau belum memberikan jawaban,
meskipun dia hadir, maka pencabutan perkara tidak perlu adanya
persetujuan dari Tergugat.

SEBAB :

Majelis Hakim sepertinya mempersamakan pencabutan perkara

dengan perkara verstek.

AKIBAT :

Bisa menimbulkan kerancuan hukum.

REKOMENDASI :

Ketidakhadiran Tergugat tidak bisa dianggap bahwa yang

bersangkutan menyetujui pencabutan perkara.



D.

ADMINISTRASI UMUM (PERSURATAN, KEPEGAWAIAN,
PERPUSTAKAAN)

1.

Kondisi:

Terdapat satu pejabat struktural (Kasubbag Perencanaan, Tl dan
Pelaporan) a.n. Helmi Syukur, S.H yang menduduki jabatan sejak
Desember 2015 hingga sekarang tahun 2022.

Kriteria:

Seharusnya ada usulan Baperjakat yang memuat tentang pejabat
bersangkutan untuk dilakukan tour of duty (rolling) sehingga ada
penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Sebab:

Belum terlaksananya Analisa Jabatan yang optimal

Akibat:

Kinerja di Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan tidak maksimal
Rekomendasi:

Mengusulkan pejabat dimaksud untuk dilakukan Tour Of Duty (Rolling)
intern satker dan mengusulkan ke PTA Maluku Utara untuk Tour Of
Duty (Rolling) antar satker diwilayah hukum PTA Maluku Utara
Kondisi:

Tingkat kedisiplinannya pegawai masih kurang

Kriteria:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi kedisiplinan yang sudah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2020 yang
terakhir diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021
Sebab:

Tidak ada pengawasan melekat dari atasan langsung yang
dilaksanakan secara berkesinambungan

Akibat:

Tingkat kedisplinan PA Morotai belum dilaksanakan dengan baik

Rekomendasi:



Pimpinan Pengadilan dan atasan langsung bertanggungjawab atas
tingkat kedisiplinan dengan melaksanakan pengawasan secara

melekat dan secara terus menerus.

Kondisi:

Masih terdapat Karis/Karsu yang belum dimiliki pegawai

Kriteria:

Setiap pegawai berhak mendapatkan Kartu Isteri/Kartu Suami sesuai
Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983

Sebab:

Tidak adanya kontrol atas pemenuhan akan kebutuhan Kartu Suami
dan Kartu Isteri

Akibat:

Belum terpenuhinya secara keseluruhan Kartu Suami dan Kartu Isteri
Rekomendasi:

Agar Sub Bagian Kepegawaian dan IT PA Morotai mendata kembali
dan mengusulkan pembuatan Kartu Suami dan Kartu Isteri.

Kondisi:

Perpustakaan belum dikelola dengan baik

Kriteria:

Seharusnya pengelolaan Perpustakaan berdasarkan pada Undang-
Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Sebab:

Tidak tersedianya petugas khusus yang dibekali kemampuan dalam
mengelola perpustakaan

Akibat:

Perpustakaan tidak berfungsi secara maksimal dan bahkan
dikhawatirkan aset BMN berupa buku-buku perpustakaan tidak terdata
dengan baik dalam BMN

Rekomendasi:

Melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah untuk
menghimpun kembali (pendataan, penomoran dan pengklasifikasian)
buku-buku perpustakaan tersebut dan menginput kembali dalam
aplikasi SIMAK-BMN.



5. Kondisi:
Masih terdapat tenaga keamanan (Security) yang belum memiliki
Sertifikat Keahlian.
Kriteria:
Setiap tenaga keamanan (Security) wajib memiliki Sertifikat Keahlian
sesuai Peraturan Kaporli Nomor 24 tahun 2007
Sebab:
Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pendaftaran Sertifikat
Keahlian tenaga pengamanan (Security)
Akibat:
Menjadi salah satu temuan dalam Corrective Preventive Action
Request (CPAR) pada setiap penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu
(APM)
Rekomendasi:
Mengusulkan alokasi anggaran pelatihan untuk tenaga keamanan
(Security) pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga
(RKAKL) Pengadilan Agama Morotai.

6. Kondisi:
Pengukuran kinerja individu pegawai belum dilaksanakan secara
periodik
Kriteria:
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 8 tahun 2021 bahwa pengukuran kinerja individu pegawai
dapat dilaksanakan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
Sebab:
Sub bagian Kepegawaian dan TI belum memahami Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8
tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Akibat:
Kinerja pegawai tidak dapat diukur secara objektif dan hanya terkesan
penilaian sebagai rutinitas akhir tahun

Rekomendasi:



Setiap atasan langsung menyusun rencana dan
mengimplementasikan Penilaian Kinerja Individu minimal 2 (dua) kali

dalam satu tahun.

E. KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kondisi:
Tidak tersedianya sarana alat pemadam kebakaran ringan (APAR)
disetiap titik ruangan.
Kriteria:
Seharusnya disetiap ruangan tersedia alat pemadam kebakaran
ringan (APAR)
Sebab:
Tidak tersedianya anggaran belanja alat pemadam kebakaran ringan
(APAR) yang memang harus dari anggaran belanja modal
Akibat:
Mitigasi bencana kebakaran tidak terpenuhi secara maksimal
Rekomendasi:
Mengusulkan alokasi belanja alat pemadam kebakaran ringan (APAR)
dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)
Pengadilan Agama Morotai

2. Kondisi:
Belum dipatuhinya secara keseluruhan penggunaan kartu kontrol
pemeliharaan sarana dan prasarana IT, kendaraan dinas.
Kriteria:
Seharusnya bagian Umum dan Keuangan menggunakan kartu kontrol
pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai instrumen dalam
perencanaan realisasi anggaran pemeliharaan yang terdapat dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sebab:
Tidak dilakukan update atas kartu kontrol pemeliharaan dimaksud
Akibat:
Realisasi anggaran pemeliharaan tidak terjadwal dengan baik dan
optimalisasi penggunaan atas sarana prasarana tidak maksimal

Rekomendasi:



Agar kartu dikontrol pemeliharaan sarana dan prasarana selalu
dilakukan update dan monitoring evaluasi setiap bulan sehingga
antara realisasi anggaran dan implementasi pemeliharaan seimbang

(balance)

. Kondisi:

Jalan masuk/keluar dan lingkungan kantor PA Morotai masih
berbentuk tanah, sehingga dimusim hujan akan becek dan dimusim
panas akan berdebu

Kriteria:

Seharusnya jalan lingkungan kantor sudah tersedia dengan baik baik
berupa Semenisasi, Paving, Botas sehingga pelayanan pada pegawai
dan masyarakat dapat diberikan secara maksimal

Sebab:

Belum ada alokasi anggaran belanja modal terkait pemenuhan sarana
jalan lingkungan kantor

Akibat:

Pelayanan pada masyarakat tidak maksimal dan beberapa kali terjadi
insiden kendaraan para pihak jatuh/kecelakaan

Rekomendasi:

Mengusulkan kebutuhan anggaran belanja modal pemenuhan sarana
lingkungan berupa jalan kepada PTA Maluku Utara dan Sekretaris

Mahkamah Agung RI cq. Biro Perencanaan.

. Kondisi:

Penyimpanan barang-barang sarana kerja dan barang inventaris
belum diatur secara rapi.

Kriteria:

Seharusnya pengaturan barang-barang inventaris sarana kerja dan
barang inventaris lainnya disusun dan diatur dengan rapi sebagai
pemenuhan salah satu komponen dalam 5R yakni Ringkas dan Rapi,
sesuai Surat Dirjen Badilag nomor 0618/DJA/PS.00/11/2019;

Sebab:

Pimpinan dan pegawai PA Morotai belum sepenuhnya memahami dan
mengimplementasikan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)
Akibat:



Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) belum terlaksana
dengan baik

Rekomendasi:

Melakukan internalisasi nilai-nilai 5R secara terus menerus oleh
pimpinan

Kondisi:

Masih terdapat BMN yang belum dilakukan usulan penghapusan
Kriteria:

Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi dan dalam kondisi
rusak berat agar dilakukan penghapusan sesuai Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015

Sebab:

Belum dilaksanakannya opname fisik terhadap BMN yang sudah
dalam kondisi rusak berat

Akibat:

Pengajuan anggaran belanja modal terkait penggantian inventaris
yang rusak berat tidak bisa dilakukan karena masih terdaftar dalam
Buku Induk Inventaris BMN satuan kerja

Rekomendasi:

Dilakukan opname fisik dan lakukan usulan penghapusan dengan

pengajuan usulan SK Tim kepada PTA Maluku Utara

F. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1.

Kondisi :

Pengadilan Agama Morotai telah melaksanakan pencanangan
pembangunan Zona Integritas pada 29 Februarui 2019, namun
sampai pengajuan satker berpredikat WBK dan WBBM tahun 2021
belum berhasil ditahapan Tim Penilai Internal (TPI)

Kriteria :

Dalam proses pengajuan PA Morotai untuk mencapai satker predikat
WBK dan WBBM agar berpedoman pada Permenpan RB nomor 90
tahun 2021

Sebab



Pengajuan WBK tahun 2021 belum sepenuhnya memenuhi standar
eviden minimal yang dipersyaratkan dalam aplikasi PMPZI

Akibat

Tidak lolosnya PA Morotai dalam evaluasi pembangunan ZI tahapan
Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan

Rekomendasi :

Melakukan sharing knowledge dan koordinasi dengan PTA Maluku

Utara dan satker lain yang telah berhasil meraih WBK dan WBBM

G. APLIKASI KEBIJAKAN DIRJEN BADILAG MA.

1.

Kondisi :

Aplikasi Notifikasi Perkara PA Morotai sudah tidak digunakan lagi
Kriteria :

Sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 3396/DjA/OT.02.1/VI1/2019
bahwa setiap satuan kerja  wajib melaksanakan  dan
mengimplementasikan Inovasi Unggulan Ditjen Badilag

Sebab

Terdapat error system pada Rapsberry dalam Inovasi Notifikasi
Perkara

Rekomendasi :

Agar mengganti atau mengupdate alat Rapsberry dimaksud



BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama

Maluku

Utara, sebagaimana telah diuraikan BAB Il di atas, dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Impelementasi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik,

Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi umum

(Persuratan, Kepegawaian, Perpustakaan), Keuangan dan Barang

Milik Negara, Pelaksanaan Pembangunan ZI, Aplikasi Kebijakan

Dirjen Badilag MA telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan

Agama Morotai;

2. Dalam Bidang Administrasi Perkara;

Pengadaan SOP bagian kepaniteraan masih perlu dioptimalkan
Laporan keuangan dan PNBP serta SIPP sudah sangat bagus
dan tetap dipertahankan;

Hasil pengawasan HAWASBID secara periodik dilaporkan ke
PTA.

Penataan Ruang Arsip Perkara harus menjadi skala perioritas;

3. Terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian khusus yakni :

a. Perhatian oleh Pimpinan dan Supporting Unit (Panitera dan
Sekretaris) terkait pengajuan anggaran untuk memenuhi
sarana dan prasarana yang masih kurang seperti jalan
lingkungan masuk kantor;

b. Peningkatan kedisiplinan pegawai dan komitmen pegawai
dalam implementasi pembangunan Zona Integritas dan
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM);

c. Sinergitas antara Panitera dan Sekretaris dalam hal
pemenuhan kekurangan sarana dan prasarana layanan
publik.

B. REKOMENDASI



Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal
sebagai berikut:

1. SOP Kepaniteraan serta HAWASBID dan Penataan Ruang ARSIP
PERKARA untuk secepatnya ditindaklanjuti dan menjadi skala
perioritas pengawasan HATIBINWASDA yang akan datang untuk
tahun anggaran 2022.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler ini dibuat dan
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pemeriksa.

Tobelo, 25 Maret 2022

1. Drs.H. M. Gafuri, S.H, MH Ketua Tim (.....ccocvvviiiiiiiiiiienn, )
2. Abdul Rifai, S.HI Sekretaris  (......cooveviiiiiiiii )
3. Drs. H. Suryadi, S.H, M.H Anggota  (cooiiiiii )
4. Drs. Adaming, S.H, M.H Anggota  (ccoiiiiiiii, )

5. Jasmani Lamasa, S.H Anggota  (coooiiiiiiiii )



	A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan
	 Jangka waktu Pengawasan

	Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 24 – 26 Maret 2022  pada Pengadilan Agama Morotai dengan susunan tim sebag...
	 GAMBARAN UMUM OBRIK


